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Forest destruction in Indonesia has been a global concern since 1997, as a result of this damage a 
number of countries have become victims of the impact of forest degradation. Because Indonesia has 
a lot of peat forests, especially Central Kalimantan which contains CO2 which can accelerate global 
warming. In addition, Central Kalimantan is listed as an area inhabited by a number of animals 
including protected orangutans and has become a worldwide concern. The cause of this damage is 
due to the free market which gives investors the impact of entering Indonesia in the form of oil palm 
plantations. Oil palm plantations have many negative impacts on fires and deforestation in Central 
Kalimantan and in Indonesia. Therefore the government should play a very important role in 
controlling and providing regulations on the development of oil palm plantations, to create 
Sustainable Development Goals. In this study the authors tried to provide alternative policies, 
prevention and control of forest and land fires in Central Kalimantan. 
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Kerusakan hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia sejak tahun 1997, akibat dari 
kerusakan ini sejumlah negara menjadi korban dari dampak kebarakan hutan. Sebab Indonesia 
banyak memiliki hutan gambut terutama Kalimantan Tengah yang mengandung CO2 yang dapat 
mempercepat pemanasan global. Selain itu Kalimantan Tengah tercatat sebagai kawasan yang 
dihuni oleh sejumlah satwa termasuk orangutan yang dilindungi dan telah menjadi perhatian 
dunia. Penyebab kerusakan ini disebabkan adanya pasar bebasa yang memberikan dampak 
investor masuk ke negara Indonesia berupa perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kepala sawit 
memberikan banyak dampak negatif terhadap kebakaran dan deforestasi hutan di Kalimantan 
Tengah dan di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah seharunya yang sangat berperan penting 
dalam melakukan kontrol dan memberikan regulasi terhadap pembangunan perkebunan kelapa 
sawit, untuk menciptakan Sustainable Development Goals. Dalam penelitian ini penulis mencoba 
memberikan alternatif kebijakan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 
Kalimantan Tengah. 
 




Latar Belakang Masalah 
 
Kerusakan hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia, semenjak tahun 1997 
Indonesia telah menyumbang pencemaran udara yang menyebabkan Malaysia, Singapura 
dan Brunai menjadi korban akibat  kabut asap yang ditimbulkan dari hasil kebakaran hutan. 
Kejadian ini memberikan dampak yang sangat tinggi salah satu diantaranya ialah 
terhambatnya aktifitas sehari-hari dan kesehatan. Sejak tahun 2009 s.d 2019 sudah tercatat 
sekitar 1.226 kejadia kebaran hutan di seluruh Indonesia yang menyebabkan 443.278 
korban jiwa. Koraban tersebut terdiri dari 32 orang meninggal dunia, 373 luka-luka dan 
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442.873 terpaksa mengungsi akibat kebakaran hutan (Databoks 2019). Greenpeace juga 
mencatat dari pertengahan tahun 2000 s.d 2009 diperkirakan 141.000 Ha hutan 
Kalimantan Tengah rusak akibat pembukaan lahan perkebunan, padahal hutan tersebut 
merupakan habitan orangutan dapat dilihat pada gambar 2 (Greenpeace Indonesia, 2019). 
 
 
Gambar 1. Dampak Kabut Asap di Singapura, 2015 
Sumber : (viva.co.id 2015) 
 
 
Gambar 2. Pembukaan Lahan Oleh PT. Wahana Catur Jaya Utama 
Sumber : (Rambe 2004) 
 
Tahun 2015, Indonesia mendapatkan predikat dunia sebagai negara yang telah memberikan 
dampak pemanasan global dan pengekpor polusi di ASEAN, sebab tahun 2015 Indonesia 
menyumbang karbon sekitar 1.748 juta metrik ton CO2. Oleh karena itu pada tahun 2002 
ASEAN menandatangai perjanjian “Agreement on Transboundary Haze Pollution”, untuk 
menanggulangi kebakaran hutan dan pencemaran lintas batas. Pada akhir tahun 2014 
perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membuktikan Indonesia 
serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan meningkatkan Sustainable Development 
Goals (SDGs), namun setahun setelah ratifikasi tersebut kebakaran hutan di tahun 2015 
tercatat sangat buruk (The Asia Foundation & Perkumpulan Skala 2015, 15). 
 
Menurut (Yulianti 2018) dalam bukunya yang berjudul “Pengenalan Bencana Kebakaran dan 
Kabut Asap Lintas Batas” mengatakan bahwa 90% penyebab kebakaran hutan dilakuakan 
oleh manusia dengan sengaja untuk mengurangi biaya pembukaan lahan. Sekitar 10% 
kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor-faktor alam. Namun kebakaran hutan 
secara alamaiyah bervariasi dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada vegetasi, cuaca, 
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iklim dan topografi. Salah satu contohnya di Kalimantan Tengah setelah 3 s.d 5 tahun terjadi 
pembakaran hutan atau lahan akan mudah ditumbuhi tanaman paku-pakuan/ kalakai 
(Stenochlaena palustris) sekitar 60% dari area yang terbakar, tanaman paku-pakuan ini 
memiliki bahan bakar potensia untuk terbakar secara alami (Yulianti 2018). 
 
 
Gambar 3. Kebakaran Lahan di Mantangai Kapuas, Kalimantan Tengah 
Sumber : Tim Satgas Karhutla Kalteng dalam (Yulianti, 2018, p. 15) 
 
Oleh karena itu penulis melihat kebakaran ini sebagai kesengajaan pembukaan lahan yang 
dilakukan oleh beberapa pihak yang diantaranya MNCs dan masyarakat. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan melihat beberapa data Hak Pengusahaan Hutan  (HPH) yang berada 
pada wilayah titik kebakaran hutan. Dari analisis Gambar 3, kita dapat melihat kebakaran 
hutan yang disengaja akibat pembukaan lahan, wialayah ini berada diantara PT. Kalimantan 
Lestari Mandiri (KLM) dan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL). PT. KLM sendiri 
berdiri diatas lahan proyek sejuta hektar Pembangunan Gambut (PLG) yang saat ini sudah 
terhampar kebun sawit. Padahal lahan ini sebelumnya telah dilakukan reforestasi yang 
didanai oleh asing yang berkolaborasi dengan sejumlah LSM dan warga. Program pertama 
lewat Central Kalimantan Peatland Project (CKPP) yang menghabiskan 30 juta dolar AS 
selama 2006 s.d 2008, program kedua di danani oleh Pemerintah Australia yang 
menghabiskan 100 juta dolar Australia selama 2009 s.d 2014. Program tersebut nihil dan 
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Tabel 1. Rincian Kasus beberapa MNC di Indonesia 
Sumber : Greenpeace Indonesia (2019) 
 
 
Tebel Luas KARHUTLA Kalimantan Tengah tahun 
2001-2019 
Tahun Luas (Ha) 
1996 - 2006 65,933.54 













Meregulasi Peraturan dan Pengesahan P3H 
 
Pada tanggal 9 Juli 2013 dalam rapat Parnipura DPR-RI telah mengesahkan UU Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Undang-Undang ini mengatur tentang 
pencegahan kerusakan hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan, peran serta 
masyarakat, kerjasama internasional, perlindungan saksi, pelapor dan informan, 
pembiayaan serta sanksi. Undang-undang P3H yang terdiri dari 12 bab dan 114 pasal ini 
dititik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, 
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang 
atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan 
perladangan tradisional, atau kegiatan non komersial seperti pemenuhan kebutuhan 
sandang, pangan dan papan rumah tangga sendiri (ppid.menlhk.go.id 2013). 
 
Dalam pasa 18 ayat 1 hanya memberikan sanksi administratif, seperti ganti rugi, biaya 
rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan. Dalam pasal tersebut huruf a yang berbunyai 
“…Yang dimaksud dengan paksaan pemerintah adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh 
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pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan akibat 
perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan.” Menurut penulis sanksi yang diberikan kepada pihak 
perusahaan yang telah terbukti merusak hutan tidak mendapat sanksi pidana kurungan, 
sehingga kejadian ini akan terus terulang sebab keuntungan dengan denda yang diberikan 
tidak sebanding.pada tahun 2015 saja kebakaran hutan membawa kerugian sebesar Rp. 221 
Triliun atau setara dengan 1,9% dari (PDB) atau dua kali lebih besar dari anggaran untuk 
rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 (The Asia Foundation & Perkumpulan Skala  
2015, 35-36). Namun biaya ini diperkiran paling rendah sebab tidak termasuk dari dampak 
negarif seperti kesehatan dan penutupan sekolah sementara. 
 
Angka kerugian tersebut ditanggapi oleh Prof. Bambang Hero Saharjo akademisi sekaligus 
pakar dalam kebakaran hutan IPB, menurutnya jumlah untuk mengganti rugi sangatlah 
kecil. Pendapatnya didasarkan pada kasus PT. Kalista Alam yang terbuktik membakar seribu 
hektar lahan gambut dan divonis membayar kerugian materil dan pemulihan lingkungan 
senilai Rp. 366 milyar lebih. Maka, kemungkinan kerugian akibat karhutla sebesar 2,61 juta 
hektar lahan dan hutan, bisa jadi melampaui angka yang dikeluarkan oleh BNPB atau Bank 
Dunia tersebut (The Asia Foundation & Perkumpulan Skala 2015, 41). Metodelogi dalam 
menghitung kerugian ini menggunakan penghitungan Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC).  
 
Pada bulan Juni-Oktober tahun 2015 kerugian sektor pertanian dan kehutanan Kalimantan 
Tengah sebagai berikut : 
 
Sektor Kerugian (Rp 
miliar) 
Pertanian 17.051 
Tanah Perkebunan 13.813 
Tanaman Pangan 1.675 
Kehutanan 11.194 
Total Kerugian (Rp miliar) 30.864 
Tabel 2. Table kerugian kerugian akibat karhutla tahun 2015 
Sumber : (Bank Dunia, 2015 dalam (The Asia Foundation & Perkumpulan Skala 2015)) 
 
Kerugian tersebut diakibatkan adanya kelalaian pemerintah terhadap informasi mengenai 
titik panas yang telah disampaikan oleh BMKG, karena pemerintah daerah lebih fokus untuk 
mengurus adanya persiapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2015. Sehingga 
adanya keterlambatan terhadap penangganan terhadap titik panas yang telah disampaikan 
oleh BMKG. Menurut The Asia Foundation & Perkumpulan Skala pada halaman 5 mendugga 
adanya pemberian izin pembukaan lahan saat menjelang adanya PILKADA. Sehingga 
kesempatan inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuka lahan dengan 
cara membakar karena lebih murah. Dalam peraturan Undang-Undang No.32 tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembukaan lahan dengan cara 
dibakar masih boleh dilakukan dengan luas maksimal 2 hektar dan hanya dapat dilakukan 
oleh masyarakat lokal untuk kepentingan ladang secara tradisional. 
 
Namun menariknya ada peraturan Gubernur No. 1 tahun 2010 yang tidak sesuai dengan 
regulasi. Salah satunya terjadi di Kalimantan Tengah, camat, lurah dan RT dapat 
memberikan izin pembukaan lahan dengan cara dibakar. Camat dapat memberikan izin 
untuk membakar lahan sekitar 2 samapai 5 hektar, sedangkan Rukun Tetangga (RT) dapat 
memberikan izin hanya 1 hektar. Apabila dihitung secara kumulatif dalam satu hari camat 
dapat memberikan izin untuk membuka lahan dengan cara dibakar sampai dengan 100 
hektar. Sehingga disinilah titik ketikdak singkron antara peraturan pusat dan peraturan 
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daerah yang dapat menjadi ancaman kerusakan dan cela bagi para perusahaan untuk 
membuka lahan (The Asia Foundation & Perkumpulan Skala 2015). 
 
Upaya pemerintah untuk membuktikan adanya tindakan kesengajaan perusahaan dalam 
melakukan pembukaan lahan dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang No.32 Tahun 
2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga wilayah 
perusahaan yang terbakar dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan karena dianggap 
lalai dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dan lahan. Kemudian akan diberikan 
sanksi berupa denda administrasi ringan apabila kerusakan hutan dibaawah 100 hektar, 
sedang sekitar 100-500 hektar dan berat 500 hektar keatas sesuai dengan kondisi lapangan 
yang terjadi. Harapanya dengan adanya peraturan ini perusahaan dapat menjaga kawasan 
hutan dan lahan yang ada di sekitar HPH dan HGU. 
 
Otonomi daerah meberikan hak dan wewenang atas tanggung jawab wilayah yang diatur 
dalam instruksi Presiden No. 16 Tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran 
dan lahan. Dengan melakukan pengendalian dan alokasi biaya di dalam APBD di kabupaten 
atau kota. Penulis melihat hal ini menjadi 2 hal yang baik dan buruk. Baiknya pemerintah 
daerah yang mengetahui lokasi tentu dapat memberikan kewenangan dan alokasi dana 
dengan sebaik mungkin. Namun dalam faktanya banyak surat izin yang dikeluarkan 
sehingga menyebakan banyaknya pembukaan lahan. Buruknya pemerintah pusat tidak 
dapat mengkontrol secara langsung kegiatan perusahaan tersebut. Sehingga pada tahun 
2015 memberikan predikat nomor 1 bagi Kalimantan Tengah sebab ada sekitar 310.275 
hektar lahan gambut yang terbakar yang menyebabkan kenaikan karbondioksida yang 
tinggi. Apabila di jumlah dengan semua provinsi yang mengalami kerusakan lahan gambut 
pada tahun 2015 saja mencapai 1.1 giga ton C02 eq. 
 
Memperketat Izin Perusahaan 
 
Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyetujui pelaksanaan 
Instruksi Presiden tentang Moratorium Izin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut 
(Inpres No. 10/2011) dan perpanjangan aturannya selama dua tahun (Inpres No. 6/2013). 
Moratorium ini  menyediakan peluang  untuk memperbaiki tata kelola hutan dan 
mendukung rencana aksi nasional dan daerah untuk pengurangan emisi gas rumah kaca 
yang nantinya provensi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan satgas REDD+ dan Unit 
kerja Kepresidenan untuk mengawasi dan meninjau ulang secara komperhensif semua izin 
di sektor kehutanan, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Kedepanya seluruh 
kabupaten bekerja sama dengan BP-REDD+ untuk membangun sistem manajemen 
informasi untuk mengoleksi data perizinan oleh pemerintah, menjamin kepantasan 
pengeluaran izin dan memberikan fasilitas penegakan hukum yang efektif. Hal ini bertujuan 
untuk tidak terjadi tumpang tindih. Dan mengetahui jumlah HPH atau HGU suatu MNC 
perkebunan kekapa sawit. 
 
Ada dua penerapan ISPO dan RSPO yang bertujuan untuk menekan berkurangnya hutan 
kalimantan atau dapat dikatakan sebagai usaha pemetintah dalam menanggulangi 
kerusakan hutan dan memperketat izin perusahaan. ISPO memberikan syarat pembangunan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dilakukan sejak penerbitan Instruksi Presiden 
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata 
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut harus memperhatikan peta indikatif 
penundaan izin baru. ISPO hanya menerbitkan sertifikat bagi perusahaan perkebunan yang 
lahannya legal (mempunyai HGU), sedangkan lahan yang tidak mempunyai HGU produksi 
lahan tersebut dinyatakan tidak berkelanjutan (unsustainable) (Kementrian Pertanian RI, 
2015). Sedangkan RSPO tidak memperbolehkan adanya penanaman baru primer, area yang 
teridentifikasi mengandung NKT dan HCS serta area lainnya yang belum mendapatkan Free, 
Prior and Informed Consent dari masyarakat adat dan lokal.  
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Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019  Tentang  Tata Cara 
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, telah memberikan bukti keseriusan Indonesia dalam 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Aturan ini mengharuskan perusahaan 
terdaftar secara online sehingga dapat diawasi oleh pusat secara langsung dan mudah untuk 
mengetahui kapan selesainya kontrak terhadap HGU. Dalam aturan ini juga sangat detail 
seperti pasal 6a yang mengharuskan izin untuk pemasukan dan pengeluaran benih yang 
ditanam sehingga laporan terhadap jumlah pohon sawit yang ditanam tentu akan mudah di 
koordinasikan. Aturan ini juga dinilai menghambat izin usaha oleh para pelaku usaha seperti 
Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak lagi berlaku apabila tidak memiliki HGU. Namun hal ini 
bertujuan baik untuk menyelamatkan hutan dan lahan.  Sehingga penulis menilai langkah 
yang dilakukan oleh pemerintah telah tepat. Namun kembali lagi kepada praktek yang harus 
sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sebab ditinjau dari beberapa aturan banyak yang 




Untuk menangani kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Provinsi lainya 
pemerintah pusat melakukan koordisani kerjasama dengan pemerintah daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan Nomor 18 tahun 2013 mengenai lembaga 
pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Terdiri atas unsur kemntrian hutan, 
kepolisian republik Indonesia, kejaksaan republik indonesia serta unsur yang terkait lainya 
dalam hal ini pemerintah daerah. Peraturan tersebut tindak lanjut dari peraturan 
sebelumnya yang dibuat pada tahun 1990 dalam UU No.5 tahun 1990, UU No. 5 tahun 1994, 
UU No. 23 tahun 1997, UU No.41 tahun 1999 dan PP No. 4 tahun 2001. 
 
Langkah-langkah dan upaya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 
terdiri dari penyuluhan yang terkoordinasi seperti media cetak, elektronik dan sebagainya. 
Pelarangan kegiatan dan penyuluhan kebijakan lahan tanpa bakar (PLTB). Peningkatan 
keterampilan dan kempuan sumber daua manusi yang berasal dari instansi pemerintahan 
maupun perusahaan. Pemenuhan dan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. Melakukan kerjasama teknik dengan negara-negara 
donor.Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Menindak tegas setiap 
pelanggar hukum/peraturan  yang telah ditetapkan. Peningkatan upaya penegakkan hukum 
(Adinugroho, Saharjo, & Siboro 2005, 25). 
 
Menindak tegas pelanggaran hukum perusakan hutan masih tumpul terhadap MNC 
perkebunan kelapa sawit. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa data yang membuktikan 
tidak diprosesnya bebrapa perusahaan yang telah melanggar, salah satu contohnya PT 
Kallista Alam (Rp366 miliar), PT Jatim Jaya Perkasa (Rp491 miliar), PT Waringin Agro Jaya 
(Rp466,5 miliar), PT Waimusi Agroindah (Rp29,6 miliar), PT Bumi Mekar Hijau (Rp78,5 
miliar), PT National Sago Prima (Rp1,07 triliun), PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Rp191 
miliar), hingga PT Palmina Utama (Rp22,3 miliar). Ganti rugi paling besar dijatuhkan 
kepada PT Merbau Pelalawa Lestari terkait pembalakan liar yang dilakukan sejak 2004. 
Jumlahnya mencapai Rp16,2 triliun (Irfani 2019). Hal ini juga dibuktikan dari geretak 
kosong Presiden Jokowi Dodo yang akan mencopot kapolda maupun pangdam, hingga saat 
ini tidak ada satu pun yang dieksekusi atas kelalaian terhadap kerusakan hutan. Berbeda 
dengan masyarkat adat yang menuntut perusahan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 
(PT. HMBP) yang melakukan penanaman sawit di hutan adat dan jelas merusak hutan. 
Malah mendapatkan diskriminasi, sekitar 15 masyarakt Desa Penyang dan Desa Tanah Putih 
dituduh mencuri buah sawit yang ditanam di tanah adat tersebut (walhi.or.id). 
 
Pemerintah daerah telah melakukan tindakan dengan mengeluarkan surat Bupati 
Kotawaringin Timur pada bulan Oktober 2010 dan tanggal 15 agustus 2011 dengan nomor 
no : 525/423.a/Ek.SDA/VIII/2011 ke pada PT. HMBP yang isinya, pertama PT. HMBP telah 
Djatmiko 
Global & Policy Vol.8, No.3, Juli-Desember 2020 79 
bekerja diluar HGU. Kedua, diminta mengembalikan lahan kepada masyarakat. Ketiga, 
peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan di luar lokasi izin. Perihal ini kemudian 
ditanggapi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) pada tanggal 9 maret 
2011 untuk menyampakan surat kepada Direktur PT. HMBP untuk menindak lanjuti surat 
Bupati Kotim Tersebut sebab diduga ada kejahatan HAM pada pasal 5 ayat (2) UU nomor 39 
Tahun 1999 tentang perampasan hak (walhi.or.id). Saat ini PT. HMPB diduga melakukan 
tindak korupsi sebab pendirian perusahan yang telalu cepat dan merampas tanah adat (Naco 
2020). Dari sini penulis dapat melihat adanya ketidak seriusan pemerintah dalam 
menangani kerusakan hutan di Kalimantan Tengah. Bahkan saat ini ditengah pandemi 
Covid-19 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi 
Perkebunan Kelapa Sawit Bekelanjutan Indonesia, tujuanya untuk memperbaiki Peraturan 
Menteri Pertanian 11/2015, namun dari substansinya malah cenderung lebih lemah dalam 
hal transparansi, perlindungan hutan alam, penyelesaian konflik dan sanksi-sanksi yang 
diberikan lebih lunak dari kebijkan sebelumnya.  
 
Pemerintah pusat menegasakan bahwa Badan Restorasi Gambut (BRG) bertugas mengatur 
dan memfasilitasi restorasi 2 juta hektar di provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua dalam waktu lima 
tahun. Diantaranya tahun 2016 sebesar 30%, 2017 sebesar 20%, 2018 sebesar 20%, 2019 
sebesar 20% dan 2020 sebesar 10%. Hingga akhir tahun 2019 restorasi tanah gambut 
mencapai 778.181 hektar artinya masih kurang sekitar 1.922.182 hektar. Ada waktu sekitar 6 
bulan terhitung dari bulan april, pemerintah pusat dapat menyelesaikan permasalahan ini. 
Tetapi, Badan Restorasi Gambut (BRG) menerbitkan aturan perubahan restorasi yang 
awalnya 2,4 juta hektar menjadi 2,6 juta hektar yang artinya ada penambahan wilayah 
kerusakan yang terjadi selama tahun 2016 yang kemudian dirubah pada tahun 2019 sesuai 
keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK.16/BRG/KPTS/2018 tentang 
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK 05/BRG/KPTS/2016 
Tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut (Gambut 2019). 
 
 
Gambar 3. Pie luas kawasan yang direstorasi 
Sumber : (Gambut 2019) 
 
Apabila kita melihat kawasan budidaya berizin semakin naik, sekitar 48.481 hektar dari 
sebelumnya atrtinya pemerintah mempermudah izin kepada perusahaan untuk melakukan 
penaman kelapa sawit. Tentu hal ini akan menjadi pertanyaan atas ketegasan pemerintah 
untuk menarik kawasan yang telah diambil perusahaan tanpa izin lalu mendapatkan izin. 
Apabila hal ini dilakukan terus menerus tentu akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi 
kelangsungan hidup kedepan. 
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Dalam pemberian sanksi sendiri hukum di Indonesia seolah-olah tidak berlaku bagi 
konglomerat sebab apabila kita melihat kasus. Pada tahun 2015 pemerintah dalam hal ini 
KLHK menggugat PT. Bumi Mekar Hijau perusahaan pemasik kayu untuk pabrik bubur 
kertas PT Asia Pulp dan paper diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas 20 
ribu hektar. Dituntut ganti rugi Rp.2,6 triliun ditambah dengan pemulihan lingkungan 
senilai Rp. 5,2 triliun ditolak oleh pengadilan negri Palembang yang saat itu diketuai oleh 
hakim Nababan. Tentu hal itu membuat seluruh rakyat Indonesia naik darah sebab hal ini 
mencerminkan ketidak adilan  dan tidak tegasnya hukum di Indonesia.  
 
Contoh Sebuah Kasus 
 
Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah, berperan penting dalam konservasi lahan 
basah dengan luas sekitar 462.718,25 ha atau 81% dari seluruh luas total taman Sebangau. 
Ditetapkan sebagai taman nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 
423/Menhut/ II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 568.700 ha. Taman nasional ini 
terletak diantara 3 kabupaten diantaranya kabupaten Katingan (52 persen), kabupaten 
Pulang Pisau (38 persen) dan kota Palangkaraya (10 persen). Tahun 2015 wilayah tanah 
gambut di Taman Sebagau mengalami kebakaran mencapai 18.794,3 hektar. Dengan 
menunjukan 1.558 titik panas, dalam laporan Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan 
Indonesia (JPIK) tahun 2018 menduga kebakaran ini disebabkan oleh pembukaan lahan 
pertanian dan pembukaan perkebunan kelapa sawit (JPIK 2018). 
 
 
Gambar 5. Perkebunan kelapa sawit di  Tangkiling – di dalam Taman Nasional Sebangau (-
1.956586, 113.639625) (Januari 2018) 
Sumber : (JPIK 2018, 6) 
 
 
Dampak Kebakaran Area Taman Sebangau 
Kebakaran pada kubah gambut (ha) 5.814,98 
Kebakran pada non-kubah gambut 
(ha) 
12.979,32 
Total (ha) 78.794,3 
Table 3. Karhutla area taman sebangau tahun 2015 
Sumber : (JPIK, 2018, p. 5) 
 
Dalam laporan tersebut dibuktikan dengan gambar 6, dalam gambar tersebut terlihat 
banyak pohon kelapa sawit yang telah ditanam dengan sangat baik. Laporan ini dipantau 
sejak tahun 2016 hingga 2017. Temuan ini diperkuat dengan pernyataaan Sutopo Purwo 
Nugraho Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatakan ada kebun kelapa sawit dari bekas 
kebakaran  di kota Palangkaraya tahun 2015. Apabila dilihat dari bukti yang ditunjukan 
bahwasanya kebakaran yang terjadi sangat disengaja dan tidak dilakukan penanaman 
kembali atau penghijauan.  Padahal kawasan ini terletak di zona yang diterbitkan sebagai 
wilayah konservasi alam, artinya ada ketidak tegasan pemerintah dalam mengangani kasus 
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dilapangan. Apabila kita melihat Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentu hal ini 
menyalahi aturan dan harus ditindak lanjuti untuk mendukung adanya Paris Agreement. 
Laporan tersebut juga menyatakan hal ini akan berdampak pada kebakaran yang semkain 
merusak sebab adanya pengeringan lahan gambut akibat ditanami pohon kelapa sawit. 
 
Menurtu laporan tersebut dari tahun 2000 hingga 2013 Kalimantan Tengah kehilangan 
sekitar 2,6 juta hektar hutan akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. 
Dengan dampak kebakaran lahan yang menyebabkan banyak permasalahan kesehatan 
pernafasan dan ekonomi.  Tidak hanya itu kehilangan lahan dan hutan gambut disebabkan 
dengan adanya tingginya permintaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Dikutip 
dari beberapa jurnal yang terkait tingginya permintaan pembukaan lahan ini dikaitkan 
dengan mudah dalam proses pembukaan lahan dan murahnya buruh di sana. Dugaan atas 
perkebunan sawit yang dilakukan oleh MNC diperkuat dengan adanya HGU di sekitar 
Taman Sebangau diantaranya PT. Sangkowong Sinta dengan luas 32.508,2 hektar, PT. 
Pulang Pisau Perdana (32.869,22 hekatar), PT. Menteng Kencana Mas (4.887,3 hektar), PT. 
Surya Cipta Perkasa (2.319,3 hektar), PT. Berkah Alam Fajar Mas (20.000,2 hektar), PT. 
Bahaur Era Sawit Tama (19.838,2 hektar) dan PT. Karya Luhur Sejati (10.032,1 hektar). 
 
Kabupaten/Kota HGU sekitar Taman Sebangau Luas perkebunan kelapa sawit di 
sekitar Taman Nasional Sebangau 
(ha) 
Katingan 1 19.264,1 
Pulang Pisau 4 104.958,1 
Palangkaraya 1 758,2 
Table 4. Perkebunan Kelapa Sawit di Sekitar Taman Nasional Sebangau 




Gambar 6. Ilustrasi pemilik wilayah perkebunan di sekitar wilayah Taman Sebabangau 
Sumber : (JPIK 2018, 10) 
 
Dalam pemantauan sekitar tahun 2016, tim JPIK menemukan alat berat yang digunakan 
dalam pembuatan jalan menuju perkebunan sawit yang berada di wilayah taman Sebangau. 
Dalam laporan ini ditunjukan bahwa proyek ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Palangkaraya untuk memeberi fasilitas kepada kelompok tani 
Saluang Welum. Namun dalam laporan Mongabay Kelompok Tani Saluang Welum tidak 
memiliki izin untuk membuat kanal perairan sepanjang 10 Km dengan kedalaman 3 meter 
yang diduga untuk mengari perkebunan sawit (Jenito 2017). Kasus ini menjadi rumit ketika 
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adanya alat berat yang diberikan oleh dinas PUPR. Seharusnya dinas PUPR mendukung 
adanya paris agreement atau UU Nomor 18 tahun 2013 mengenai lembaga pencegahan dan 
pemberantasan kerusakan hutan. Penulis melihat adanya ketidak jelasan komponen 
pemerintahan seolah-olah mereka berjalan diatas kepentingan sendiri sehingga tidak 
tercapainya kepentingan bersama untuk menjaga dan melindungi hutan di Indonesia. 
 
Tidak hanya itu ada keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Palangkaraya pada 
tahun 2016 dalam pembuatan jalan di Taman Nasional Sabangau. Sehingga memunculkan 
dugaan kuat ada suap yang dilakukan kelompok Tani Saluang Welum yang mengusulkan 
pembuatan jalan tersebut (Jenito 2017). Hal ini diperkuat dengan adanya nama-nama 
pejabat yang ditemukan di denah perkebunan Kelompok Tani Saluang Welum gamar 8. 
Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 423/Menhut/ II/2004 yang menetapkan daerah 
kawasan Sabangau sebagai Taman Nasional dan wilayah konservasi alam tentu hal ini 
menyalah keputusan tersebut. Kelompok Tani Saluang Welum melakukan konversi hutan 




Gambar 7 peta perkebunan kelompok tani saluang welum 
Sumber : (JPIK 2018, 10) 
 
Kasus proyek ini pun dihentikan yang kemudian akan dikoordinasikan lagi dengan pihak 
pengelola Taman Nasional Sabangau mengenai batas wilayah (Nugraha 2017). Hal seperti 
ini selalu terjadi di Indonesia padahal ini dilakukan oleh instansi negara yang seharusnya 
berkoordinasi terlebih dahulu sebelum bertindak malah dilakukan sebaliknya. Jadi tidak 
heran dengan beberapa laporan mengenai adanya anak perusahan yang melakukan 
pembukaan lahan kemudian ketahuan dan kemudian baru didenda secara administrasi lalu 
diberikan izin karena sudah terlanjur ditanam seperti contoh kasus PT. Salonok Ladang Mas 
(SLM) di Desa Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tidak hanya 
disitu hukum yang lemah membuat perusahaan ini berani mengambil tanah di kawasan 




Koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkadang tidak 
dilaksanakan secara cepat seperti kasus kebakaran tahun 2015. Kemudian pada kasus 
Taman Nasional Sebangau antara dinas PUPR dan pengelola Taman Nasional tidak 
melakukan koordinasi terlebih dahulu dan melakukan kepentingan sendiri-sendiri yang 
mengakibatkan kerusakan hutan. Apabila kasus tersebut tidak diangkat oleh para aktifis 
lingkungan dan media tentu hal itu dapat berlanjut tanpa ada kejelasan yang pasti. Kedian 
apabila kita melihat aturan yang banyak yang dibuat pemerintah pusat dan daerah seolah-
olah tidak berjalan baik di lapangan sehingga kasus kerusakan dan kebakaran hutan di 
Kalimantan Tengah tentu akan terus terjadi. Hingga saat ini kasus tersebut susah untuk 
dicari untuk mencari data terbaru mengenai tindakan pemerintah pusat. 
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Solusi dalam kasus ini tentu diawali dengan kesadaran terhadap ancaman lingkungan yang 
harus menjadi kurikulum di sekolah. Sebab dengan adanya hal ini kesadaran terhadap alam 
akan semakin banyak dan menimbulkan gerakan kesadaran untuk mengontrol kebijakan 
pemerintah. Selama ini kita hanya diajarkan pada tahap menanam dan menjaga lingkungan 
tetapi tidak pada tahap siapa yang memiliki tanggung jawab, apa yang harus dilakukan 
ketika terjadi kebakaran lahan. Solusi selanjutnya mengawasi semua pembangunan 
perumahan, sebab dengan adanya pembangunan perumahan yang mengabiskan banyak 
lahan dan hutan yang kemudian tidak ditanam kembali menyebabkan banyak hal kerusakan 
alam diantaranya polusi dan pemasanan global. Dengan mengawasi dan mewajibkan 
menanam satu pohon satu rumah atau dua pohon satu rumah akan memberikan kawasan 
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